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ABSTRAKSI 
Andi Ripai, Nomor Pokok E 121 08 528, Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui Untuk mengatahui tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten 
Kepulauan Selayar dan Untuk mengetahui faktor-faktor  yang mempengaruhi 
tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan 
Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Tipe penelitian yang  digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu 
suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kec Bontomatene Kab 
Kepulauan Selayar. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara survey, 
wawancara, observasi, kuesioner. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene 
masih tergolong sedang. 
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ABSTRACT 
                 
           Andi Ripai, Nomor Pokok E 121 08 528, this study was conducted to 
determine To know the level of community participation in development in 
Sub Bontomatene and Islands District Selayar To determine the factors that 
influence the level of community participation in development in Sub 
Bontomatene Selayar Islands District. 
 
           This type of research is descriptive type is a type of research that aims 
to provide an overview of systematic, factual and accurate information about 
the data that is in the field of community participation in development in the 
district Bontomatene Selayar Islands District. Data collection is done by 
survey, interview, observation, questionnaire. 
 
            Based on the results of research conducted, it can be said that 
people's participation in development in the District Bontomatene still 
relatively moderate. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan 
adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara 
Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan 
bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut 
melaksanakan ketertiban dunia.Untuk mewujudkan tujuan tersebut 
dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. 
Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi 
alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu 
pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya 
harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu 
menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara 
maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. 
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Berbagai rencana dan program-program pembangunan sebagai wujud 
pelaksanaan pemerintahan telah dibuat dan diimplementasikan di daerah 
kecamatan,baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instansi-
instansi vertikal di daerah,maupun pemerintah itu sendiri. Salah satu program 
pemerintah yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara 
swadaya, atau oleh lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki 
program-program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat. 
Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga 
dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola 
manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-
program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya 
oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan 
partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya 
pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan 
kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing 
masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan. 
Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai 
sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik 
Indonesia.Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program 
pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur 
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pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan 
dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program 
pembangunan. Adanya partisipasi msyarakat akan mampu mengimbangi 
keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian 
pelaksanaan program pembangunan tersebut. 
Berdaraskan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di 
Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dimana partisipasi 
masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan 
program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa 
dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah 
kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan 
sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban 
yang lahir secara spontan. 
Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan oleh pemerintah 
Kecamatan Bontomatene berupa penyediaan bantuan yang menunjang 
kegiatan masyarakat, perumusan kebijakan yang dapat memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam program 
pelaksanaan pembangunan. Pemberian kreatifitas, dan motivasi bagi 
tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 
pembangunan. 
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Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat di Kecamatan 
Bontomatene ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini 
disadari karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Disini 
diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam 
pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan 
masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta 
tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk 
berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan program 
pembangunan maksimal. 
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain 
perhatian di harapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan 
serta hasil-hasil, hendaknya pembangunan juga berorientasi pada 
kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan apa yang di 
butuhkan dan dirasakan oleh mereka. Demikian pula halnya dengan 
pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, 
nampaknya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama 
pembangunan sarana-sarana umum seperti jalan, jembatan, pos kamling, 
sarana ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya.  
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Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pembangunan di 
Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sarana ibadah 
dalam hal ini adalah pembangunan masjid. Dalam pembangunan tersebut 
masyarakat terlibat aktif mulai dari proses perencanaan hingga pada tahap 
pelaksanaan pembangunan, bahkan dana yang di gunakan pada 
pembangunan masjid tersebut merupakan swadaya masyarakat. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukankan 
penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan 
Selayar”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat 
dilaksanakan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya 
sehingga jelas dari mana harus mana memulai, ke mana harus pergi, dan 
dengan apa ia melakukan penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan 
penelitian yang akan dilakaukan oleh penulis. Berdasarkan uraian pada latar 
belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini 
adalah : 
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1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di 
Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten 
Kepulauan Selayar ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan diteliti 
tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang 
akan dilakukan yaitu : 
1. Untuk mengatahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor  yang mempengaruhi tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene 
Kabupaten Kepulauan Selayar. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapakan 
memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan 
suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi 
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sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melangkapi kajian-kajian yang 
mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 
menyangkut masalah perencanaan pembangunan. 
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat 
menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan 
Selayar dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat di berbagai bidang, khususnya pada pembangunan di 
Kabupaten Kepulauan Selayar. 
 
1.5 Tinjauan Pustaka 
1.5.1 Pengertian Partisipasi 
Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan 
keikut sertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya 
unsure keterlibatan dari dalam suatu kegiatan.Secara Etimilogi kata 
partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu : 
“Participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, 
peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil 
bagian,“participation” adalah hal mengambil bagian”. (Wojowasito 
W.J.S. Poerwadarminto:  243) 
 
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi itu 
terkandung adanya keterlibatan diri dari seseorang atau kelompok orang 
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dalam suatu kegiatan. Pernyataan ini kemudian di dukung oleh defenisi 
yang dikemukakan oleh The Liang Gie Bahwa : 
“Participation adalah peserta, setiap orang yang turut serta 
dalam suatu kegiatan, participation adalah pengikut sertaan suatu 
aktifitas untuk membangkitkan persamaan serta dalam kegiatan 
organisasi, turut dalam serta dalam organisasi”.( The Liang Gie:103) 
 
Participation adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan 
Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang 
mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup 
masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945.Masyarakat dalam kedudukannya 
sebagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan 
terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesediaan 
memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong 
Oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya 
upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan 
kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah, 
sebagaimana dijelaskan oleh S.P Siagaan bahwa : 
“Penggerakan adalah merupakan keseluruhan dari proses 
pemberian motivasi bekerja  kepada para bawahan sedemikian rupa 
sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan 
organisasi dengan efisien seta ekonomis.”(Sp.Siagian :99) 
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Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan 
sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial 
dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa 
berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, 
melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, 
perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. 
Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah 
keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan 
potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan 
tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya 
mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses 
mengevaluasi perubahan yang terjadi. 
Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) 
pengertian, yaitu: 
1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek 
tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 
2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat 
untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk 
menanggapi proyek-proyek pembangunan; 
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3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam 
perubahan yang ditentukannya sendiri; 
4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti 
bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan 
menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; 
5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat 
dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring 
proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, 
dan dampak-dampak sosial; 
6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 
kehidupan, dan lingkungan mereka. 
 
1.5.2 Pengertian masyarakat 
Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan Society 
(Latin) “Society” yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan 
kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada sekelompok manusia 
yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian 
tersebut Ralph Lington Kemudian menjelaskan sebagai berikut : 
“Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah 
hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur 
diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah 
di tentukan.”( Ibid.:29) 
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Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat 
dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia 
yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) 
tertentu. Lebih lanjut kemudian dijelaskan oleh Koentjaraningrat bahwa : 
“Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi 
menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait 
oleh suatu identitas  bersama.” (M. Cholil Mansyur, 1989;21-22) 
 
Selanjutnya M. Cholil Mansyur memberikan batasan sebagai berikut : 
“Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, 
dipersekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat 
kemasyarakatan merdeka.” 
 
Defenisi menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia 
selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. 
Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena 
tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun 
sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan 
interaksi sosial. 
Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahuimelalui 
adanya kontak sosial (Social Contact) dan komunikasi yang terjadi di 
antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga 
masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan. 
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1.5.3 Parisipasi Masyarakat 
Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau 
hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap 
identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan 
pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999:71). 
Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa 
partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, 
partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 
kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 
Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk 
proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek 
tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi 
bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka 
sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut 
memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan 
dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep man-centred development 
(suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu 
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jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia 
dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri. 
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur 
yang sungguh penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan dasar 
pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya 
dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi 
(Kartasasmita, 1996:145). 
Menurut Siahaan (2002:4), partisipasi masyarakat memiliki 
keuntungan sosial, politik, planning dan keuntungan lainnya, yaitu: 
1. Dari pandangan sosial, keuntungan utamanya adalah untuk 
mengaktifkan populasi perkotaan yang cenderung individualistik, 
tidak punya komitmen dan dalam kasus yang ekstrim teralienasi. Di 
dalam proses partisipasi ini, secara simultan mempromosikan 
semangat komunitas dan rasa kerjasama dan keterlibatan. 
2. Dari segi politik, partisipasi lebih mempromosikan participatory 
dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai 
hak demokrasi dari setiap orang dan dengan demikian publik secara 
umum, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 
Partisipasi publik juga akan membantu dewan (counsellors) dan para 
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pembuat keputusan lainnya untuk mendapatkan gambaran lebih jelas 
mengenai permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen mereka 
atau semua pihak yang akan terpengaruh, dan sensitivitas 
pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan jika ditangani secara 
tepat. 
3. Dari segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk 
saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest 
dalam dinamikanya serta diterimanya proposal-proposal 
perencanaan. 
4. Keuntungan lain dan public participation adalah kemungkinan 
tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan otoritas 
kota dan menggantikan perilaku they/we menjadi perilaku us. 
Sementara itu menurut Sanoff (2000:9), tujuan utama partisipasi 
adalah: 
1. Untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain 
keputusan; 
2. Untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat 
desain keputusan untuk memperbaiki rencana; 
3. Untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama 
sebagai bagian dari tujuan umum. Dengan partisipasi, masyarakat 
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secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik 
yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas 
hati. 
Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. 
Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur 
kesetaraan dan kedaulatan dari para pelaku partisipasi. Sedangkan peran 
serta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus kesetaraan. 
1.5.4 Perencanaan Pembangunan 
Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama 
dengan riset/penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah 
metode-metode riset. Kegiatannya berawal dari teknik pengumpulan data, 
analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data 
yang akurat. Data yang dilapangan sebagai data penting dan utama yang 
akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan 
demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu 
proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang 
didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai 
bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas 
kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik 
(mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. 
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(Bratakusumah, 2004) Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan 
rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi 
kebijaksanaan–kebijakasanaan pembangunan yang efektif untuk 
mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai 
langkah-langkah kegiatan formulasi rencana dan implementasinya, dapat 
diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-
masalah yang benar-benar dihadapi. Rencana dengan demikian 
merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi berdasar pada suatu 
rencana. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh untuk merealisasinya.  
Kemudian perencanaan sebagai proses yang meliputi 
(Tjokroamidjojo,1994:189) sebagai berikut: Proses perencanaan dapat 
dimulai dengan suatu rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan 
formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk 
mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti langkah-langkah 
kegiatan (mesure) untuk merealisasinya.  
Meskipun diakui bahwa suatu rencana pembangunan memang suatu 
alat yang lebih baik untuk proses perencanaan dan pelaksanaannya. 
Dengan melihat perencanaan sebagai suatu proses yang meliputi 
formulasi rencana dan implemetasinya, dapatlah diusahakan rencana itu 
bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-
benar dihadapi. Rencana dengan demikian 
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merupakan alat bagi implementasi, dan implementasi hendaknya 
berdasar suatu rencana. 
Dari beberapa definisi perencanaan pembangunan tersebut diambil 
makna tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan 
dan tahap-tahap yang diadalamnya. Kemudian hubungannya dengan 
konsep pembangunan daerah sebagai tempat proses perencanaan 
pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses 
perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan 
perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu 
komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau 
daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai 
sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang berdifat 
menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas 
(Bratakusumah,2004). 
Kemudian Menurut GTZ (German Technical Cooperation) dan 
USAID-Clean Urban Project (2000) mendefinisikan Perencanaan 
Pembangunan Daerah adalah “…suatu yang sistematik dari pelbagai 
pelaku (aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat 
lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling 
ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek 
lingkungan lainnya dengan cara: (a) secara terus-menerus menganalisis 
kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan-
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tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; (c) Menyusun 
konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan (d) 
melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya masalah 
sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan”. 
Dari definisi tersebut mempunyai makna proses perencanaan 
pembangunan melibatkan para aktor yang berinteraksi pada tingkatan 
berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, 
sosial ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara yang 
sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat didaerah dapat 
ditangkap secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah 
memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus 
memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya 
manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-
sumber daya yang lainnya.(Jensen,1995). 
1.5.5 Kerangka Konsep 
Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir dalam 
penelitian yang akan dilakukan nantinya. Untuk itu penelitian yang akan 
dilakukan ini, mengutip beberapa pendapat para ahli yang berhubungan 
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langsung dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji secara 
mendalam. 
Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan 
Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang 
mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup 
masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945.Masyarakat dalam 
kedudukannybagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan 
sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. 
Kesediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi 
terdorong Oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga 
adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam 
membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah 
fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh S.P Siagaan bahwa : 
“Penggerakan adalah merupakan keseluruhan dari proses 
pemberian motivasi bekerja  kepada para bawahan sedemikian rupa 
sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan 
organisasi dengan efisien seta ekonomis.”(Sp.Siagian :99) 
 
Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan 
sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial 
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dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa 
berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, 
melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, 
perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. 
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan 
merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap 
pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah 
satu Faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program 
pembangunan dalam suatu wilayah. 
Partisipasi masyarakat di perlukan karena program pemerintah yang 
di laksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat 
seharusnya ikut bersama-Sama  dengan pemerintah  memberikan peran 
guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan program 
pembangunan. Secara konseptual teoritik partisipasi melahirkan berbagai 
pendapat dari para ahli, di antaranya dari Keit Davis yang mengatakan 
bahwa : 
“Partisipasi di definisikan  sebagai keterlibatan mental atau pikiran 
dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang 
mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada laporan kelompok 
dalam uasaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap 
usaha yang bersangkutan” (Santoso Sastropoetra:1986) 
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Keterlibatan atau keikutsertaan  seluruh lapisan masyarakat dalam 
memberikan partisipasi pada setiap program pembangunan dapat berupa 
sumbangan pemikiran atau pemberian ide-ide keterlibtan secara fisik 
atau tenaga, serta ikut merasakan hasil-hasil pogram pembangunan itu 
sendiri.sejalan dengan hal di atas lebih lanjut Bintoro Tjoroamidjo 
mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah : 
“Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan arah, 
strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, 
keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan 
secara berkeadilan” (Bintoro Tjokroamidjojo 1993:207) 
 
Pemerintah di harapkan dapat melakukan pendekatan 
menumbuhkan partisipasi masyarakat. Satu hal yang perlu di ingat 
bahwa masyarakat tidak merasa memiliki apabila dalam pelaksanaan 
program pembangunan tersebut, mereka diikut sertakan. Selain itu dalam 
penyusunan program pembangunan, maka haruslah melibatkan 
masyarakat, karena sangat susah apabila dalam pelaksanaan program 
pembangunan perencanaannya tidak melibatkan masyarakat. Jadi 
pemerintah harus bersama-sama masyarakat dalam penyusunan suatu 
rencana program pembangunan sampai pada pelaksanaannya. Dengan 
demikian, dapat dipahami pentingnya partisipasi untuk menggerakkan 
masyarakat dalam suatu rencana program pembangunan pencapaian 
sasaran yang di inginkan. 
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Diperlukan upaya untuk lebih meyakinkan masyarakat partisipasi 
dalam pelaksanaan program pembangunan, yaitu adanya komunikasi 
antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti 
ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya 
menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa 
besar peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi. Adapun 
pengertian partisipasi adalah sebagai berikut:  
 “Partisipasi adalah sebagai ketersediaan untuk membantu 
berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti 
mengorbankan kepentingan diri sendiri”.( Santoso Sastropoetra 1986:3) 
 
Jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi antara lain 
a. Partisipasi dengan pemikiran (Psichological Partisipation) 
b. Partisipasi dengan tenaga (Physical Partisipation) 
c. Partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif (aktif 
Partisipation) 
d. Partisipasi dengan keahlian (With Skill Partisipation) 
e. Partisipasi dengan barang (Material Partisipation) 
f. Partisipasi dengan uang (Money partisipation) 
g. Partisipasi dengan Jasa (service Partisipation) 
h. Bentuk Konsultasi 
i. Bentuk sumbangan spontan berupa Barang / Jasa 
j. Bentuk sumbangan dari luar dalam bentuk Proyek yang bersifat 
berdikari 
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k. Bentuk Proyek yang dibiayai oleh komonite setelah ada consensus 
dalam rapat komonuti 
l. Bentuk sumbangan dalam bentuk jasa kerja 
m. Bentuk aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela 
n. Bentuk mengadakan perjanjian bersam untuk bekerjasama 
melampaui suatu tujuan / Cita-cita 
o. Bentuk melakukan pembangunan dalam lingkungan keluarga 
p. Bentuk pembangunan proyek Komuniti yang Otonom 
Apabila Jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi tersebut terus 
ditingkatkan secara terus menerus, maka segala program pembangunan 
yang di tetapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga 
memungkinkan terjadinya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menggambarkan skema 
kerangka konseptual. Menurut Sekaran (Sugiono, 2005 : 65), Kerangka 
Pemikiran adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 
masalah penting. Kerangka Pemikiran menjelaskan secara teoritis  
pertautan antara variabel-variabel yang akan diteliti. 
Berikut merupakan skema kerangka konseptual yang akan digunakan 
peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian. 
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Skema Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partisipasi Masyarakat : 
 Pemikiran atau Ide-ide 
 Uang atau Pendanaan 
 Material atau Barang 
 Fisik atau Tenaga 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
partisipasi masyarakat dalam  
pembangunan: 
 Faktor Pendukung 
 Faktor Kesadaran / 
Kemauan 
 Pengaruh Orang Lain 
 Pemerintah 
 Faktor Penghambat 
 Tingkat pendidikan yang 
rendah 
 Tingkat penghasilan yang 
rendah 
Pelaksanaan Program 
Pembangunan di  
Kecamatan Bontomatene 
Kabupaten Kepulauan Selayar 
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1.6 Metode Penelitian 
1.6.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalahKabupaten Kepulauan 
Selayar Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana Selayar merupakan 
salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang terindikasi mengalami 
keterbelakangan dilihat dari sektor pembangunannya. 
Adapun fokus penelitian nantinya ditempatkan di Kecamatan 
Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Dimana wilayah 
Kecamatan Bontomatene merupakan wilayah yang satu daratan dengan 
ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Kecamatan Benteng 
1.6.2 Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian 
deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang 
ada di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam proses 
perencanaan pembangunan di Kec Bontomatene Kab Kepulauan 
Selayar. 
Dasar penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara 
secara lagsung, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 
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informasi dari sejumlah informan yang dijadikan subjek penelitian yang 
dianggap dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. 
1.6.3 Objek dan Informan Penelitian 
1.6.3.1 Objek Penelitian 
Objek penelitian yang akan diteliti adalah di wilayah Kecamatan 
Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemilihan objek tersebut 
kerena berhubungan dengan masalah pembangunan yang mana 
diketahui bahwa wilayah tersebut memiliki keterbelakangan dari sektor 
pembangunan, tetapi disisi lain daerah tersebut memiliki potensi yang 
sangat besar dan perlu sarana dan prasarana dalam mengembangkan 
potensi daerah tersebut. 
1.6.3.2 Informan Penelitian 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka 
diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan 
cara purposive sampling. Sesuai dengan namanya purposive sampling 
diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap 
bahwa subjek penelitian yang diambil tersebut memiliki informasi yang 
diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini. 
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Selain itu pemilihan informan dalam penelitian yang akan 
dilakukan ini disesuaikan dengan tujuan, dan permasalahan penelitian 
tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kec 
Bontomatene Kabupaten Kepeulauan Selayar, yaitu : 
1. Camat Kecamatan Bontomatene 
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan 
Bontomatene 
3. Kepala Kelurahan atau Kepala Desa lingkup Wilayah Kecamatan 
Bontomatene 
4. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kec. Bontomatene 
5. Tokoh Masyarakat ( Ketua RW, Ketua RT, Kepala Dusun, Kepala 
Lingkungan ) 
6. Masyarakat Umum yang ditinjau dari asek pekerjaannya masing-
masing. 
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui study pustaka ( 
library research ) untuk mengumpulkan data – data melalui buku – 
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buku, peraturan – peraturan, serta dokumen – dokumen yang ada 
relevansinya dengan penelitian. 
2. Data primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan 
penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan 
atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung 
terhadap aspek – aspek yang terkait dengan parisipasi 
masyarakat dalam proses perencanan pembangunan. 
b. Interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan 
tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah 
dipilih dalam hal pengumpulan informasi yang relevan. 
1.6.5 Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 
studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara 
kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang 
diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai peran 
serta masyarakat dalam proses perencanaan yang difokuskan pada 
perencanaan pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten 
Kepulauan Selayar, serta kajian futuristik dalam upaya terciptanya 
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perencanaan partisipatif yang baik dalam penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan. 
1.6.6 Defenisi Operasional 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar lebih mempermudah 
pelaksanaan program pembangunan fisik, maka perlu adanya batasan 
penelitian yang dioperasionalkan melalui indikator-indikator sebagai 
berikut : 
1. Partisipasi masyarakat menghendaki adanya kontribusi terhadap 
kepentingan atau tujuan kelompok dalam hal pembangunan. 
Partisipasi masyarakat dapat di operasionalkan melalui indikator 
sebagai berikut : 
a. Pemikiran atau Ide-ide berupa masukan 
b. Uang atau Dana 
c. Materi atau Barang 
d. Tenaga (Fisik) 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya partisipasi masyarakat 
terhadap proses perencanaan pembangunan di Kecamatan 
Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dapat 
dioperasionalkan dengan indikator-indikator  sebagai berikut : 
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a. Faktor pendukung yang dimaksud adalah segala sesuatu yang 
sifatnya membantu atau mendukung peran serta masyarakat 
dalam pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan 
Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar agar berjalan lancar 
sesuai dengan yang diinginkan. 
b. Faktor penghambat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang 
menjadi pengganjal atau yang menghalangi keikut sertaan 
masyarakat di dalam pembangunan yang ada di wilayah 
Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada Bab I telah dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, 
Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, 
metodelogi penelitian, defenisi operasional serta analisa data. Pada Bab II ini 
akan di bahas pengertian partisipasi, pengertian pembangunan dan 
pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
2.1. Beberapa Pengertian 
2.1.1. Pengertian Partisipasi 
Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan 
sehari-hari, baik yang di ucapkan para ahli maupun Orang awam. 
Sampai saat ini belum ada pengertian atau defenisi yang dapat 
diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh 
adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan 
pengertian atau defenisi. 
Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya 
dengan keikut sertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini 
menunjukkan adanya unsure keterlibatan dari dalam suatu 
kegiatan.Secara Etimilogi kata partisipasi berasal dari bahasa inggris 
yaitu : 
“Participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, 
peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil 
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bagian,“participation” adalah hal mengambil bagian”.(Wojowasito 
W.J.S. Poerwadarminto:  243) 
 
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi itu 
terkandung adanya keterlibatan diri dari seseorang atau kelompok 
orang dalam suatu kegiatan. Pernyataan ini kemudian di dukung oleh 
defenisi yang dikemukakan oleh The Liang Gie Bahwa : 
“Participation adalah peserta, setiap orang yang turut serta 
dalam suatu kegiatan, participation adalah pengikut sertaan suatu 
aktifitas untuk membangkitkan persamaan serta dalam kegiatan 
organisasi, turut dalam serta dalam organisasi”.( The Liang Gie:103) 
Participation adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu 
kegiatan Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai 
tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan 
pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni 
meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat 
yang adil dan makmur berdasarkan  Pancasila dan UUD 
1945.Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan 
dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan 
dalam pembangunan. Kesediaan memberikan sumbangan ini bukan 
lahir begitu saja, akan tetapi terdorong Oleh motivasi-motivasi tertentu 
yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan 
oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam 
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pembangunan adalah fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh 
S.P Siagaan bahwa : 
“Penggerakan adalah merupakan keseluruhan dari proses 
pemberian motivasi bekerja  kepada para bawahan sedemikian rupa 
sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan 
organisasi dengan efisien seta ekonomis.”(Sp.Siagian :99) 
Terlepas dari peranan pemerintah dalam menggerakkan 
pertisipasi tersebut juga terdorong oleh adanya motivasi tertentu. 
Motivasi-motivasi yang juga dimaksudkan itu dapat kita lihat pada 
penjelasan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak sekali 
ditentukan oleh : 
1. Kebutuhannya,  
2. Interst masyarakat, 
3. Adat istiadat dan sifat komunial yang mengikat setiap anggota 
masyarakat satu sama lain 
 Menyimak penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat 
berpartisipasi dalam pembangunan karena itu merupakan kebutuhan 
di dalamnya memuat berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi 
antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang 
dimaksud disini adalah adanya hubungan saling pengertian dan saling 
mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa ada hal 
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tersebut maka pembangunan yang merupakan kebijakan pemerintah 
sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sehubungan dengan 
itu, H. Sumitro Maskun memberikan keterangan sebagai berikut : 
Partisipasi masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah yang 
tersalur dalam administrasi pembangunan ditentukan secara 
bertingkat-tingkat oleh : 
1. Terdapatnya pemahaman timbal balik (mutual understanding) 
antara perangkat pemerintah di tingkat birokrasi pemerintah 
daerah dengan masyarakat yang bersangkutan. 
2. Terdapat sikap solidaritas yang tinggi dari masyarakat atas good 
will dan political will pemerintah. 
3. Tertampungnya kepentingan-kepentingan dari masyarakat oleh 
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. 
4. Terdapat usaha-usaha motivasi dan simulasi yang dapat 
mendorong kreativitas masyarakat. 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tergantung 
pada perananpemerintah dalam memberikan dan menimbulkan 
stimulasi dan motivasi yang mengarah pada kreativitas masyarakat. 
Pemerintah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam pembangunan sering mengalami 
hambatan-hambatan. Apabila hambatan yang di hadapi tersebut tidak 
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dapat diatasi maka pemerintah terkadang mengadakan penekanan-
penekanan dengan memberlakukan aturan-aturan yang ketat. Tetapi 
perlu disadari bahwa pengikut sertaan masyarakat dalam 
pembangunan dengan tekanan pada umumnya kurang tepat 
diberlakukan di Negara-negara demokrasi seperti Negara kita ini. Cara 
yang paling tepat adalah dengan persuasi atau dengan stimulation dan 
cara ini nampaknya baik demi kepentingan umum maka apabila 
persuasi dan stimulasi tidak berhasil barulah di jalankan paksaan atau 
tekanan. 
Apabila kita membicarakan masalah partisipasi dalam 
pembangunan Desa / Kelurahan maka sebagian besar yang dimaksud 
adalah sikap tanggap masyarakat lokal Terhadap anjuran-anjuran dan 
petunjuk-petunjuk dari pemerintah dalam rangka pembangunan itu 
sendiri. Sebagian tuntutan pembangunan yang sedang giat-giatnya 
digalakkan sekarang ini. Perubahan yang paling penting dan sangat 
menentukan adalah perubahan dalam sikap dan tindakan masyarakat. 
2.1.2. Pengertian Masyarakat 
 Untuk lebih memahami tentang partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan seperti tercantum pada judul penelitian ini, maka perlu 
kiranya dikemukakan beberapa pengertian mengenai masyarakat. 
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Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan 
Society (Latin) “Society” yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata 
sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada 
sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan 
dengan pengertian tersebut Ralph Lington Kemudian menjelaskan 
sebagai berikut : 
“Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah 
hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur 
diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang 
telah di tentukan.”(Ibid.:29) 
 
 Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk 
dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan 
kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam 
suatu wilayah (tempat) tertentu. Lebih lanjut kemudian dijelaskan oleh 
Koentjaraningrat bahwa : 
“Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi 
menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait 
oleh suatu identitas  bersama.” (M. Cholil Mansyur, 1989;21-22) 
 
Selanjutnya M. Cholil Mansyur memberikan batasan sebagai 
berikut : 
“Masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara 
manusia, di persekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat 
kemasyarakatan merdeka.” 
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 Defenisi menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat 
manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan 
aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia 
lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri 
begitupun sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan ini 
menimbulkan interaksi sosial. 
Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat 
diketahuimelalui adanya kontak sosial (Social Contact) dan komunikasi 
yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi 
itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan 
kebersamaan. 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia hidup 
bersama atau bermasyarakat antara lain : 
- Hasrat sosial, adalah hasrat untuk menghubungkan diri dengan orang 
lain atau kelompok lain. 
- Hasrat meniru, yaitu hasrat untuk menyatakan secara diam-diam atau 
terang-terangan dari salah satu tindakan atau gejala. 
- Hasrat berjuang,yaitu mengalahkan lawan atau orang lain. 
- Hasrat bergaul, yaitu hasrat untuk bergabung dengan orang lain atau 
kelompok lain. 
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- Hasrat untuk memberitahukan. 
- Hasrat untuk mendapatkan kebebasan. 
- Hasrat Seksual, yaitu hasrat untuk mengembangkan keturunan. 
- Hasrat untuk bersatu dan adanya kesamaan keyakinan. 
 Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kita manusia yang 
hidup dalam suatu bentuk masyarakat ternyata mempunyai beberapa 
hasrat yang ingin dicapai. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia 
sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Hal ini 
terlihat bagaimana dalam masyarakat selalu ingin mengejar 
kepentingan dan kebutuhan bersama dengan masyarakat.  
2.1.3. Pengertian Pembangunan 
 Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus 
menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah 
yang ingin dicapai, selanjutnya untuk memberikan ini S.P. Siagian 
memberikan defenisi sebagai berikut : 
“Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha 
pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar 
oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam 
rangka pembinaan bangsa.” (Siagian: 13) 
 
 Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan 
itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut : 
- Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu 
keinginan yang terus menerus dilaksanakan. 
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- Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan. 
- Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang di artikan sebagai 
cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta 
kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka 
peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari 
pihak lain. 
- Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan 
dan Perubahan. 
- Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat 
multidimensional. 
- Bahwa kelima hal tersebut di atas ditunjukkan kepada usaha 
pembinaan bangsa (Nation Building) yang terus menerus harus 
silaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara 
yang telah ditentukan sebelumnya.”17) 
Selanjutnya dijelaskan oleh Bintoro Tjokroamidjojo Bahwa : 
 Pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijaksanaan 
harus memberi peluang kepada kenyataan tetapi harus mengandung 
kepastian dan kesinambungan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju 
terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila 
dengan keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa. 
Pengertian pembangunan seperti yang telah di uraikan pada 
kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah 
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proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat 
dengan memanfaatkan potensi yang di milik. Semua itu di maksudkan 
untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari 
segi kesejahteraan Rohani maupun Jasmani. 
Pembangunan sebagai upaya memperbaiki keadaan, dalam arti 
yang lebih buruk menjadi baik dikemukakan oleh Kirdi dipoyudo bahwa : 
“Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar 
berencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan yang meliputi program-program pembangunan yang 
dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan 
pembangunan nasional.” (Bintoro Tjokrpamidjojo;3-4) 
 
Selain dilihat sebagai upaya memperbaiki keadaan, 
pembangunan juga dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk 
mengetahui segala potensi kreatif yang dimiliki oleh masyarakat seperti 
yang dikemukakan oleh Jakob Oetama sebagai berikut : 
“Pembangunan berusaha menggerakkan dan menguakkan 
potensi kreatif yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi 
kreatif itu maka pembangunan mempertimbangkan system nilai struktur 
yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada dalam 
masyarakat.” () Jakob Oetomo 1984:54) 
 
Potensi yang dimiliki masyarakat seringkali terpendam dan 
untuk membangkitkan kembali harus melalui pembangunan. Potensi 
yang telah muncul melalui pembangunan tersebut sekaligus merupakan 
salah satu factor yang dapat memperlancar jalannya roda 
pembangunan. Potensi-potensi yang dimaksudkan berupa budaya, 
ekonomi, nilai dan sebagainya. 
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2.1.4. Pengertian Pembangunan Fisik 
Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan 
sarana dan prasarana yang dilakukan di Kecamatan Bontomatene 
Kabupaten Kepulauan Selayar,. Setiap kegiatan atau rentetan dari 
usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan 
nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan agar dapat berubah kearah yang 
lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 
Jadi pembangunan fisik adalah rentetan kegiatan atau proses 
yang bisa meningkatkan nilai-nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan 
mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa pengadaan 
prasarana di KecamatanBontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan 
dalam pembagunan fisik harus memperhatikan dan menentukan sifat  
dan bentuk dari objek, demikian pula dengan informasi yang jelas 
tentang hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan fisik. 
Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus 
memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, 
lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, 
sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam 
pelaksanaan kegatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi 
masyarakat. 
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2.2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 
Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan 
pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh 
pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, 
kesadaran dan pertisipasi seluruh lapisan masyarakat. 
Partisipasi yang dimaksud seperti apa yang dirumuskan oleh 
Nyoman Bratha berikut ini : 
Mengikut sertakan faktor-faktor kesadaran, minat dan bakat 
serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan 
menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kelompok-kelompok 
masyarakat. 
Sedangkan Buya Hamka mengemukakan bahwa :Partisipasi 
adalah mengambil bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan 
turut bertanggung jawab. 
Mencermati kedua kutipan tersebut, maka dapat kita ketahui 
ada enam hal yang pokok yang perlu kita kembangkan bila ingin 
memperoleh partisipasi masyarakat. 
Dalam pembangunan. Adapun keenam hal tersebut adalah 
kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan atau menyususn dan 
melaksanakan. Apabila keenam hal tersebut dimiliki oleh masyarakat 
maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemimpinan yang 
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diteraokan oleh pemerintah desa beserta aparatnya didalam 
melaksanakan pembangunan di wilayahnya. 
Kepemimpinan perlu dikemukakan disini karena antara 
partisipasi masyarakat dan kepemimpinan setempat tidak dapat 
dipisahkan satu sama lain dengan yang lainnya. Bila terpisahnya maka 
dengan sendirinya akan mengurangi atau bahkan kehilangan kekuatan. 
Misalnya partisipasi masyarakat besar, namun karena pemerintah desa 
tidak dapat menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi 
setempat, maka potensi tidak akan pernah di wujudkan seperti yang 
diharapkan. 
Dewasa ini diharapkan partisipasi masyarakat akan muncul dan 
tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan aktifitas yang lahir dari rasa 
tanggung jawab warga masyarakat dalam pembangunan pedesaan / 
kelurahan yang pada partisipasinya dilakukan oleh masyarakat itu 
sendiri. Dalam keputusan Presiden Repoblik Indonesia dengan nomor 
:319/19/1978 dijelaskan bahwa : 
“Berhasil tidaknya repelita akan tergantung pada banyaknya 
tanggapan pengertian dan pertisipasi rakyat Indonesia dalam meyambut 
segala tantangan pembangunan ini secara positif guna meratakan jalan 
bagi cucu dan generasi yang akan dating untuk mencapai masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan pancasila.”(Sirajuddin K.:1991). 
 
Dari penjelasan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 
pembangunan yang dilaksanakan  selama ini mengarah pada 
peningkatan kesejahteraan hidup di masa   yang akan datang terutama 
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bagi generasi penerus. Tanggapan, pengertian dan partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan mempercepat 
terelisasi suatu tujuan. Hal itu dimungkinkan karena potensi besar 
dalam pembangunan tergantung banyak pada potensi sumber daya 
manusia dan memiliki kemampuan yang besar pula.   
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak 
dipengaruhi oleh sikap mental itu sendiri. Karenanya untuk 
mendapatkan partisipasi masyarakat terutama pada tingkat desa harus 
diusahakan adanya perubahan sikap mental kearah perbaikan yang 
tanpa adanya tekanan-tekanan. Masyarakat juga harus merasa bahwa 
dalam pembangunan itu terdapat kebutuhan-kebutuhan mereka. 
Partisipasi dari segenap pribadi-pribadi dalam masyarakat 
merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam 
pembangunan. Partisipasi menyebabkan terjalinnya kerjasama dalam 
masyarakat dan kerjasama ini perlu pengkoordinasian yang baik dari 
pimpinan, dalam hal ini dimaksudkan agar partisipasi tersebut berdaya 
guna secara efektif. 
Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur-jalur 
komunikasi dalam masyarakat berjalan seimbang. Komunikasi yang 
dimaksudkan adalah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. 
Dalam masyarakat desa keadaan ini dapat terlaksana dengan baik 
apabila asas swadaya dan gotong-royong dilaksanakan secara missal 
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dan menyeluruh dalam satu pola tertentu menggambarkan pencerminan 
kepentingan-kepentingan masyarakat dan individu-individu yang 
mendukungnya. Dengan demikian apa yang dilaksanakan sebagai 
proses pembangunan adalah merupakan milik bersama yang harus di 
pelihara dan di pertanggung jawabkan demi kesejahteraan bersama. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan gambaran secara umum tentang lokasi 
penelitian. Adapun bagian-bagian yang akan diuraikan adalah letak geografis 
yang meliputi letak dan luas wilayah serta keadaan dan iklim dan demokrafi 
sebagai sumber daya manusia yang meliputi jumlah penduduk, sumber mata 
pencarian, agama, pendidikan, kesehatan dan pembangunan fisik yang 
melibatkan kesehatan masyarakat. 
Kabupaten Kepulauan Selayar (dahulu Kabupaten Selayar) adalah 
sebuah kabupaten di ProvinsiSulawesi Selatan, Indonesia. Ibu 
kotakabupaten ini terletak di Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas 
wilayah 903,35 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 100.000 jiwa. 
Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan suatu kabupaten yang mempunyai 
beberapa kecamatan yang dipisahkan oleh lautan. 
3.1 Letak Geografis 
Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di 
antara 24 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di 
ujung selatan dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki 
kekhususan, yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh 
wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan lebih dari itu wilayah 
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Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga 
merupakan wilayah kepulauan. 
Gugusan pulau-pulau yang berjumlah 123 buah baik pulau-pulau 
besar maupun pulau-pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan. 
Luas wilayah Kabupaten Selayar tercatat 1.188,28 km persegi, wilayah 
daratan (5,23%) dan 21.138,41 km² (94,68%) wilayah lautan yang diukur 4 
(empat) mil keluar pada saat air surut terhadap pulau-pulau terluar. 
Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada 
koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 
122°30' bujur timur yang berbatasan dengan: 
Utara : Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone 
Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Barat : Laut Flores dan Selat Makassar 
Timur : Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur) 
Berdasarkan letak, Kepulauan Selayar merupakan kepulauan yang 
berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan 
Selayar secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan 
distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia 
maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan 
Asia. 
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Dipandang dari sudut tofografinya Kabupaten Kepulauan Selayar 
yang mempunyai luas kurang lebih 1.188,28 Km persegi (wilayah daratan) 
dan terdiri dari kepulauan besar dan kecil serta secara administrative terdiri 
dari 9kecamatan, 63desa dan 7kelurahan adalah varatif dari yang datar 
hingga agak miring. Sementara itu tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B 
dan C, musim hujan terjadi pada bulan November hingga Juni dan sebaliknya 
musim kemarau pada bulan Agustus hingga September. Secara umum curah 
hujan yang terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musiman. 
Karakteristik daerah atau Topografi Kabupaten Selayar terdiri dari: 
Batuan Induk VulkanikTerbentuk dari pertemuan jalur pegunungan muda 
sirkum mediterania dan sirkum pasifik, yang membentuk daratan Selayar 
adalah batuan yang cukup mengandung unsur hara yang dibutuhkan 
tanaman, oleh tenaga oksigen yang berlangsung lama, batuan itu lapuk 
membentuk tanah yang subur ini oleh pengaruh tenaga oksigen dapat 
berubah menjadi tanah karang seperti tanah laterit. Sebab itu perlu tindakan-
tindakan konservasi, seperti sengkedan pada tanah-tanah miring, penggiliran 
tanah, pemupukan dan lain-lain. 
Bentang Alam (Nataral Landscape)Dataran Selayar yang terjadi karena 
tenaga endogen (pengangkatan dan pelipatan) kemudian kemudian disususl 
dengan tenaga oksigen, membentuk bentang alam (natural landscape) yang 
beraneka ragam seperti: 
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1. Pegunungan dengan ketinggian rata-rata 800meter sehingga tidak 
cukup untuk terjadinya hujan orografis pegunungan, di punggungnya 
hutan tutupan dan di lerengnya perkebunan tanaman pohon kerea 
yang berakar panjang serta berumur panjang. Tanaman dengan 
pohon lunak seperti vanili, merica, kentang, kol dan lain-lain diperlukan 
sengkedan untuk mencegah erosi dan longsor. 
2. Daerah curam, aspek geografisnya adalah kawasan hutan (hutan 
tutupan) untuk mencegah longsor 
3. Daratan tinggi, aspek geografisnya, adalah:  
o Baik untuk pemukiman, karena udara sejuk dan drainasenya 
mudah diatur dan tidak tergenang 
o Perkebunan bagi tanaman budi-daya yang memerlukan udara 
sejuk, seperti cengkeh, jagung Meksiko dan lain-lain 
o Horti kultura, seperti sayur mayur, kentang, bunga-bunga dan 
bonsai 
o Pusat-pusat kesehatan seperti sanatorium 
o Pusat-pusat pelatihan, kantor-kantor, hotel-hotel, tempat 
rekreasi dan lain-lain 
4. Daerah-daerah ledok dan lembah, aspek geografisnya adalah:  
o Tempat akumulasi/persedian air untuk daerah sekitarnya. 
Dengan pompanisasi dapat dialirkan ke daerah-daerah 
ketinggian. 
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o Daerah pertanian tanaman pangan, seperti sayur mayur 
kangkung, bayam jagung lokal, kaca-kacangan dan lain-lain 
5. Tanah daratan rendah, aspek geografisnya adalah:  
o Untuk perkebunan, seperti kelapa dan coklat 
o Untuk pertanian menetap, seperti sawah dan huma. 
6. Tanah rawa-rawa, aspek geografisnya adalah:  
o Kawasan pohon nipa, tempat ikan tempat bertelur, bahan baku 
gula merah dan atap tradisional yang indah dan sejuk 
o Empang dan pembuatan garam 
o Kawasan bakau, tempat ikan bertelur dan berlindung, serta 
mencegah abrasi 
7. Daerah berbukit-bukit dan tanah bergelombang, aspek geografisnya 
adalah:  
o Baik untuk pemukiman, sebab udara sejuk, drainasenya mudah 
diatur, diwaktu malam nampak indah bagai pelaut yang menuju 
ke Selayar 
o Perkebunan, tanaman budi daya seperti cengkeh, coklat dan 
kelapa. 
o Pertanian tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi 
harus bertaras supaya tidak terjadi erosi. 
8. Daerah Aliran Sungai (DAS)  
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o Daerah aliran sungai (DAS), aspek geografis satu-satunya 
adalah kawasan hutan hidrologi (hutan tata air) 
9. Daerah berbatu-batu  
o Daerah yang berbatu-batu di bagian utara, aspek geografisnya 
hutan tutupan. Baik juga untuk hutan produksi, seperti jati dan 
holasa (kayu bitti). Hanya eksploitasinya tebang pilih dan 
tebang ganti serta rerumputan untuk pakan ternak. 
3.2. Geologi 
Kondisi geologi pulau Selayar merupakan kelanjutan dari wilayah 
geologi Sulawesi Selatan bagian Timur yang tersusun oleh jenis batuan 
sediment. Struktur geologi Pulau Selayar menunjukkan struktur-struktur dan 
penyebaran batuan berarah Utara - Selatan dan miring melandai kearah 
Barat. Sedangkan pantai Timur umumnya terjal dan langsung dibatasi oleh 
laut dalam yang cenderung merupakan jalur sesar. 
Statigrafi batuan di Kabupaten Selayar terdiri dari: 
 Endapan rasa manis alluvial dan endapan pantai terdiri atas kerikil 
pasir, lempung Lumpur dan batu gamping cral (Qac). 
 Satuan formasi Selayar walanae mencakup batu gamping, batu pasir, 
batu lempung, konglomerat dan tufa (Tmps) yang terdapat di sisi Barat 
hingga ujung pulau Selayar. 
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 Satuan formasi batuan gunung api camba, meliputi breksi, lava, 
konglomerat dan tufa yang terdapat pada bagian Selatan pulau 
Selayar. 
 Formasi camba, terdiri dari batuan sediment laut berseling dengan 
batuan gunung api (Tmc) terdapat pada sepanjang pantai Timur pulau 
Selayar. 
 Formasi walanae, terdiri dari batu pasir, konglomerat, tufa, batu danau, 
batu gamping dan napal (Tmpv) terdapat pada ujung bawah pantai 
Barat pulau Selayar. 
3.3. Demografi 
Penduduk Kabupaten Selayar menurut Sensus Penduduk tahun 2012 
berjumlah 103.473 jiwa yang terdiri dari 48.963 jiwa laki-laki dan 54.510 jiwa 
perempuan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,38% per tahun selama 
periode tahun 2011 - 2012. Komposisi penduduk menurut kelompok umur 
terdiri dari: 
 Penduduk usia 0 - 14 tahun sebanyak 26.659 jiwa (25,77%) 
 Penduduk usia 15 - 64 tahun berjumlah 69.485 jiwa (67,15%) 
 Penduduk usia 65 tahun keatas sebanyak 7.329 jiwa (7,08%) 
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Selayar pada tahun 2011 sebesar 
40.531 orang, yaitu yang bekerja sebanyak 38.777 orang dan jumlah 
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pengangguran sebanyak 1.963 orang, sedangkan pencari kerja yang 
terdaftar sebanyak 153 orang. 
Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan pada tahun 
2012 adalah sebagai berikut: 
 Kecamatan Benteng 15.309 jiwa (14,80%) 
 Kecamatan Bontoharu 10.535 jiwa (10,18%) 
 Kecamatan Bontomatene 16.688 jiwa (16,13%) 
 Kecamatan Bontomanai 13.788 jiwa (13,33%) 
 Kecamatan Pasimasunggu 12.691 jiwa (12,26%) 
 Kecamatan Pasimarannu 7.887 jiwa (7,62%) 
 Kecamatan Bontosikuyu] 12.652 jiwa (12,23%) 
 Kecamatan Takabonerate 9.387 jiwa (9,07%) 
 Kecamatan Pasilambena 4.536 (4,38%) 
3.4. Kondisi Topografi Kecamatan Bontomatene 
Kecamatan Bontomatene terletak disebelah utara ibu kota Kabupaten 
Selayar yakni kurang lebih 24 km. yang berbatasan dengan: 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Selayar; 
- Sebelah Timur berbatasan langsung dengan selat Selayar; 
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Selayar; 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Buki. 
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Luas kecamatan Bontomatene yaitu 27,163,69 km secara 
administrative terbagi menjadi 2 kelaurahan dan 9 desa dengan jumlah 
penduduk kecamatan Bontomatene 16.688 jiwa (16,13%) jiwa dengan mata 
pencaharian bervariasi mulai dari nelayan, petani, pedagang, pengrajin dan 
sebagian lagi pegawai baik swasta maupun negeri. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Bontomatene 
secara administrative dibagi 11 kelurahan/ desa yaitu: 
1. Kelurahan Batangmata 
2. Kelurahan Batangmata sapo  
3. Desa Maharayya 
4. Desa Onto 
5. Desa Barat Lambongan 
6. Desa Bungaya 
7. Desa Pamatata 
8. Desa Menara Indah 
9. Desa Tanete 
10. Desa Kayubauk 
11. Desa Bontona Salu 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pada Bab III telah di uraikan gambaran umum lokasi penelitian yang 
meliputi geografis sebagai sumber daya alam, demografi sebagai sumber 
daya manusia serta pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. 
Selanjutnya pada Bab IV akan diuraikan beberapa pembahasan  dari hasil 
penelitian yang meliputi karakteristik responden, tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten 
Selayar seperti partisipasi dalam bentuk ide-ide atau pemikiran, partisipasi 
dalam bentuk uang, materi serta partisipasi dalam bentuk tenaga dan faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
seperti faktor kepemimpinan pemerintah (Kepala Kecamatan dan Aparatnya) 
dan faktor peralatan atau fasilitas yang di gunakan. 
4.1. Karakteristik Responden 
Sebagai mana di kemukakan sebelumnya bahwa teknik 
penarikan sampel penelitian ini adalah memakai system random, maka 
pemilihan sampel sebagai responden telah dilakukan dengan 
mengambil 20% dari jumlah penduduk yaitu sebanyak 68 orang. Dari 68 
orang tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari segi 
umur, Status Perkawinan, Pendidikan maupun dari segi Penghasilan. 
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Secara terperinci keadaan responden menurut umur dapat dilihat pada 
tabel 4.1 
Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Menurut Umur 
Di Kecamatan Bontomatene 
 
Umur Frekuensi Pesentase 
 
≤ 29 
30 – 39 
40 – 49 
50 – 59 
≥ 60 
 
16 
17 
21 
7 
7 
 
23,53 
25,00 
30,89 
10,29 
10,29 
Jumlah 68 100,00 
Sumber : Data Primer di Olah Tahun 2013 
Karakteristik Responden berdasarkan umur diperoleh rata-rata 
40 tahun, dimana usia terendah 24 dan yang tertinggi adalah 62 tahun. 
Data tersebut menunjukkan bahwa dari 68 responden yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini berada pada tingkat usia produktif, dimana 
pada usia tersebut sangat diharapkan sekali bahwa jawaban atau 
penilaian yang diberikan responden pada koesioner yang diberikan 
penulis adalah benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi atau 
sementara berlangsung selama ini mengenai partisipasi masyarakat 
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dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Bontomatene 
Kabupaten Selayar. 
Hal ini terlihat jelas pada tabel 4.1 dimana responden yang 
berada pada interval umur 30-59 tahun ditambah dengan responden 
yang berumur 60 tahun keatas semuanya berjumlah 52 Orang atau 
dengan kata lain bahwa 76,47% responden yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini berada pada tingkat usia produktif. 
Tabel 4.2 akan menggambarkan tentang karakteristik 
responden berdasarkan status perkawinan. 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 
Di Kecamatan Bontomatene 
 
Status Perkawinan Frekuensi Persentase (%) 
 
Belum Kawin 
Kawin 
Duda / Janda 
 
10 
58 
- 
 
14,71 
85,29 
- 
Jumlah 68 100,00 
Sumber : Data Primer di Olah Tahun 2013 
Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, dimana status perkawinan 
menunjukkan bahwa 68 responden, 58 orang atau 85,29% memiliki 
status kawin dan 10 orang atau 14,71% yang, memiliki status belum 
kawin, hal ini sangat ert sekali hubungannya dengan tingkat usia 
produktif responden sehingga dapat memberikan jawaban ataupun 
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penilaian terhadap hal-hal apa saja yang dia ketahui mengenai 
program-program pembangunan yang ada di sekitar wilayahnya. 
Selanjutnya Karakteristik responden berdasarkan tingkat 
pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3. 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Di Kecamatan Bontomatene 
 
Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase % 
 
Tidak Tamat SD 
Tamat SD 
Tamat SLTP 
Tamat SLTA 
Sarjana Muda 
Sarjana Lengkap (S1) 
 
17 
21 
7 
6 
11 
6 
 
25,00 
30,89 
10,29 
8,82 
16,18 
8,82 
Jumlah 68 100,00 
Sumber : Data Primer di Olah Tahun 2013 
Tingkat Pendidikan responden berdasarkan tabel 4.3 sangat 
bervariasi di mulai dengan yang tidak Tamat SD Sampai pada Tingkat 
Sarjana. Tingkat Pendidikan Responden yang tamat SD Menunjukkan 
Frekuensi yang lebih Tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya 
yakni mencapai 21 Orang, hal ini di sebabkan karena masyarakat di 
Kepulauan Selayaryakni di Kacamatan Bontomatenebelum memahami 
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betul arti sebuah Pendidikan namun dari segi pengalaman diharapkan 
dapat memberikan informasi secara Obyektif, sedangkan tingkat 
pendidikan Responden yang menduduki Prekuensi terendah adalah 
yang tamat SLTA dan sarjana lengkap yaitu mencapai 6 orang. Tingkat 
Pendidikan Masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan 
Pembangunan karena semakin tinggi tingkat Pendudukan yang dimiliki 
oleh seseorang maka makin besar pula sumbangsi pemikiran yang 
diberika dalam pelaksanaan pembangunan. 
Kemudian keadaan responden ditinjau dari segi penghasilan 
dapat kita lihat pada Tabel 4.4 
Penghasilan Frekuensi Persentase 
 
< Rp. 300.000,- 
Rp. 300.000,- -Rp. 
672.000,- 
> - 
 
8 
31 
29 
 
11,76 
45,59 
42,65 
Jumlah 68 100,00 
Sumber : Data Primer di Olah Tahun 2013 
Karasteristik responden berdasarkan penghasilan sesuai 
dengan tabel 4.4 tersebut diperoleh rata-rata penghasilan 
Rp.550.000/bulan. Responden yang memiliki penghasilan kurang dari 
Rp.300.000 yaitu sebanyak delapan orang dan itu belum mencapai 
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Upah Minimum Regional (UMR) untuk kabupaten Selayar sebesar 
Rp.672.000/ bulan, Sedangkan responden yang yang berada pada 
interval penghasilan Rp.300.000 sampai dengan Rp.672.000 sebanyak 
31 orang dan sudah mencapai Upah Minimum Regional (UMR) akan 
tetapi masih di bawa standar Kebutuhan Hidup Minimum(KHM) untuk 
Kabupaten Selayar sebesar Rp. 750.000/bulan. Dan Responden yang 
berpenghasilan diatas Rp. 672.000 sebanyak 29 orang dan sudah 
mencapai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Jumlah pendapatan juga 
sangat berpengaruh terhadap keaktifan memberikan sumbangan dalam 
bentuk uang/dana. 
4.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan 
Bontomatene Kabupaten Selayar 
Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat 
dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyrakatnya, baik sebagai 
kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang 
sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika 
pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung 
jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah 
tetapi juga ditangan masyarakat. 
Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat 
merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini 
72 
 
mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan 
pemerintah. 
Sehubungan dengan itu didapat dikatakan bahwa 
pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar 
kecilnya partisipasi masyarakat yaitu : 
a. Partisipasi sebagai titik awal perubahan 
b. Partisipasi dalam memperhatikan,menyerap dan memberi 
tanggapan terhadap informasi. 
c. Partisipasi dalam perencanaan. 
d. Partisipasi dalam melaksanaan operasional. 
e. Partisipasi dalam menerima dan mengembangkan hasil 
pembangunan. 
f. Partisipasi dalam menilai pembangunan. 
Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi 
masyarakat Kecamatan Bontomatene dengan corak kehidupannya 
untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui 
kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek 
pokok yang berkaitan dengan pembangunan. Hal ini sesuai dengan 
hasil wawancara bersama Pak Muh. Ali (tanggal16 Sepetember 2013)  
yakni seorang warga kecamatan Bontomatene yang mengatakan 
bahwa: 
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“…tidak semua program pembangunan yang ada bisa terlaksana di 
kecamatan Bontomatene, pembangunan dikecamatan Bontomatene 
tetap meperhatikan kondisi masyarakat, lingkungan, dan manfaat 
dari pembangunan yang akan di laksnakan, selain itu tidak semua 
pembangunan yang ada, kita “Masyarakat’ bisa berpartisipasi aktif, 
karena memang harus melihat apakah pembangunan di tujukan 
untuk kami atau tidak… “ 
 
Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut yang secara 
umum mewarnai masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan, 
partisipasi tersebut apabila diklasifikasikan secara ideal,maka menurut 
hemat penulis ada empat aspek yang bentuk ideal partisipasi 
masyarakat Kecamatan Bontomatene dalam pembangunan yaitu 
partisipasi dalam bentuk ide/pemikiran (non fisik), uang (dana), materi 
(barang), dan partisipasi secara langsung (tenaga/fisik). Keempat aspek 
tersebut dapat dilihat melalui serangkaian uraian hasil penelitian 
sebagai berikut: 
4.2.1. Partisipasi Non Fisik (Ide-Ide / Pemikiran) 
 Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses 
pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan 
pembangunan. Idealnya suatu merupakan luaran dan partisipasi 
mesyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat 
untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat 
meringangkan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan 
secara adil dan sejahtera. 
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Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa 
masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila 
mereka merasa ikut ambil dalam menentukan apa yang akan 
dilaksanakan. 
Hal penting yang perlu di perhatikan adalah kesediaan untuk 
membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki 
setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah 
di kategorikan ke dalam pengertian partisipasi. Oleh sebab itu dalam 
partisipasi Non Fisik masyarakat sangat mendasar sekali, terutama 
dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikut 
sertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar 
kemampuan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi 
dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan wawancara pada tanggal17 
September 2013 dengan bapak camat Bontomatene Kabupaten Selayar  
yakni mengemukakan bahwa: 
”…pembangunan yang ada di kecamatan Bontomatene sebagian 
besar adalah hasil musrembang yang telah di laksanakan bersama 
masyarakat. Secara tidak langsung ide dan gagasan pembangunan 
awalnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat kecamatan 
Bontomatene, jadi mereka ’masyarakat’ memang sudah 
berpartisipasi…”  
 
Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan 
hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu 
melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap-tahap 
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tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah di butuhkan mengingat ide-
ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan. 
Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik adalah 
bagaimana masyarakat terlibat dalam memberikan buah pikirannya 
dalam proses pembangunan. Partisipasi dapat di wujudkan pada 
berbagai macam kesempatan, seperti melalui pertemuan / rapat, melalui 
surat / saran dan tanggapan terhadap proses pembangunan. 
Penyaluran ide-ide dan sumbangan pemikirannya dapat di 
salurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui 
partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontomatene dalam 
pembangunan dengan bentuk Ide/Pemikiran, maka dapat dilihat pada 
keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam member 
pendapat dan saran dalam pertemuan. 
Berikut ini dapat dilihat keaktifan responden dalam 
menyumbangkan Ide / Saran dalam proses pembangunan di 
Kecamatan Bomtomatene. 
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Tabel 4.5 
Partisipasi Dalam Bentuk Ide / Pikiran 
  Di Kecamatan Bontomatene 
 
Responden Bobot Nilai Frekuensi Jumlah Skor % 
 
Sangat Aktif 
Aktif 
Kurang Aktif 
Tidak Aktif 
 
4 
3 
2 
1 
 
11 
24 
17 
16 
 
44 
72 
34 
16 
 
16,18 
35,29 
25,00 
23,53 
Jumlah - 68 166 100 
Sumber : Data Primer di Olah Tahun 2013 
Berdasarkan pada tabel 4.5 tersebut, menunjukkan partisipasi 
responden dalam memberikan Ide-ide / Pemikirannya untuk 
pembangunan di Kecamatan Bontomatene. Responden yang 
memberikan jawaban sering sebanyak 24 responden dengan 
persentase 35,29%. 
Hal ini di dukung oleh jumlah skor yang dicapai yaitu 2,44 
berarti pada kategori sedang dengan cara perolehan rata-rata skor 
sebagai berikut : 
 F x Bobot Nilai  = Jumlah Skor 
 11 x 4 = 44, dan Seterusnya 
 Jumlah Skor Kelurahan = Rata-rata Skor 
    Jumlah Responden 
    166   = 2,44 
      68 
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 Berdasarkan wawancara langsung terhadap beberapa 
responden maka diketahui bahwa rata-rata responden yang 
menyatakan sangat aktif  mengikuti rapat dan memberikan pendapat 
dan sarannya karena mereka selalu di undang oleh pemerintah 
Kecamatan untuk rapat. Selain itu karena adanya kesadaran pribadi 
untuk membantu terlaksananya pembangunan. Alasan lain yang 
diperoleh sehingga responden kurang aktif dan tidak aktif dalam 
memberikan saran atau pendapatnya karena mereka tidak pernah 
diundang di samping itu ada juga masyarakat yang pasif mengikuti rapat 
karena tidak mempunyai kemampuan berbicara di depan umum. Hal ini 
sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh ibu Andi Murniati, sekertaris 
Desa Bungaya, (wawancara tangga 16 September 2013) yang 
mengatakan bahwa: 
 
“…kami sering mengundang masyarakat jika ada pembangunan 
yang akan di laksanakan tapi terkadang yang datang hanya itu-
itu saja, yaitu orang-orang yang bisa bicara, dan orang-orang 
yang kurang aktif itu biasanya terkendala, karena mereka hanya 
datang dan mendengarkan. Tapi mereka biasa aktif jika 
pelaksanaan pembangunan di lapangan..”.  
 
Walaupun tingkat partisipasi non fisik masyarakat dalam 
kategori sedang, tidak berarti dalam pemikiran yang bersumber dari 
masyarakat tidak diakomodasi secara proporsional. Untuk itu pada tabel 
4.6 dapat dilihat kualitas ide-ide / pemikiran masyarakat dalam proses 
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pengambilan keputusan dilihat dari propekstif akomodasi pengambilan 
keputusan. 
Tabel 4.6 
Tingkat Kualitas Pemikiran Masyarakat Dalam 
Proses Pengambilan Keputusan 
 
Kualitas Elemen Frekuensi Persentase % 
 
Sangat 
Diterima 
Dipertimbangkan 
Ditolak 
 
- 
41 
20 
7 
 
- 
60,29 
29,42 
10,29 
Jumlah 68 100,00 
Sumber : Data Primer di Olah Tahun 2013 
 Data pada tabel 4.6 menunjukkan tingkat kwalitas pemikiran 
masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dari 68 Responden yang 
memberikan sumbangan pemikiran, yang menyatakan di terima 
sebanyak 41 orang responden dan jumlah skor yang dicapai 2,50 berarti 
berada pada kategori sedang. Responden lebih banyak menyatakan 
diterima karena saran-saran atau ide-ide yang diusulkan dalam rapat 
menyangkut masalah pembangunan untuk kepentingan umum dan 
kemudian saran-saran tersebut dibahas bersama dalam rapat. 
Adapun pendapat yang dipertimbangkan dalam suatu rapat, 
menurut beberapa responden bahwa saran-saran atau pendapat itu 
tidak terlalu bermanfaat untuk kepentingan umum atau tidak mewakili 
suara terbanyak dalam rapat. 
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Melihat data pada tabel 4.6 dan tabel 4.7, maka partisipasi non 
fisik masyarakat dalam hal pemberian ide-ide / pemikiran dalam proses 
pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Selayar cukup 
memberikan andil yang besar. Hal ini memungkinkan tumbuhnya daya 
kreatif dan inovatif masyarakat dalam rangka perubahan pola fikir yang 
berorientasi pada pembangunan yang sangat berguna bagi program 
pembangunan dimasa yang akan datang. Sesuai dengan wawancara 
dengan Kasi Pembangunan kecamatan Bontomatene tanggal 16 
September 2013, yakni: 
“… kami selalu mengundang masyrakat jika ada pembangunan 
yang ingin dilakukanmasyarakat memang dalam rapat 
pembahasan mengenai pelaksaaan pembangunan yang datang 
hanya sedikit, tapi menurut kami mereka punya masukan 
pemikiran yang bagus, mereka tetap melihat bagimana 
pembangunan itu kita jalankan kedepan, partisipasi dalam bentuk 
ide seperti ini memang kami butuhkan, dan kami juga butuh dalam 
pelaksanaan di lapangan…”  
 
 
4.2.2. Partisipasi Dalam Bentuk Sumbangan Uang. 
 
 Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana 
merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam 
menyelenggarakan pembangunan. Kenyataan dilapangan menunjukkan 
bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai 
prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang 
dialami setiap daerah tak terkecuali Kecamatan Bontomatene. 
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Untuk mengantisipasi fenomena tersebut di atas, berbagai 
upaya di lakukan termasuk di dalamnya kemampuan pemerintah 
kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menghimpun 
dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara 
berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat Kecamatan Bontomatene dalam 
bentuk sumbangan uang adalah partisipasi anggota masyarakat yang 
secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan. 
Berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Camat 
Bontematene bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan 
Bontomatene Kabupaten Selayar  menelan biaya yang cukup besar dan 
dana yang digunakan lebih banyak dari swadaya masyarakat 
dibandingkan dengan dana yang berasal dari bantuan Inpres 
Kecamatan. Sesuai dengan penjelasan camat Bontomatena yakni: 
“…dalam pembangunan juga kami biasanya menyampaikan 
kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang ingin 
berpartisipasi untuk pembangunan dapat membantu dalam bentuk 
uang dalam bentuk swadaya masyarakat. namun kami tidak 
memaksakan, hal ini karena kami tidak bisa mengharap 
sepenuhya terhadap dana yang ada dari kabupaten. Respon 
masyarakat yang kami liat cukup baik.( Wawancara tanggal 16 
September  2013) 
 
 Untuk mengetahui lebih jelas partisipasi masyarakat dalam 
bentuk sumbangan uang di Kecamatan Bontomatene dapat kita lihat 
pada tabel 4.7 
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Tabel 4.7 
Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Uang 
Di Kecamatan Bontomatene 
Partisipasi Responden Frekuensi Persentase % 
 
Sangat Sering 
Sering 
Jarang 
Tidak Pernah 
 
17 
35 
11 
5 
 
25,00 
51,48 
16,17 
  7,35 
Jumlah 68 100,00 
Sumber : Data Primer di Olah Tahun 2013 
 
Data pada tabel 4.7 memberikan gambaran tentang tingkat 
partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan uang. Responden 
lebih banyak memberikan penilaian sering yaitu sebanyak 35 responden 
dan disukung oleh jumlah skor yang dicapai 2,94 itu berarti berada pada 
kategori sedang. Oleh sebab itu dapat dikatakan masyarakat sadar 
akan pentingnya pembangunan, karena tanpa adanya swadaya dari 
masyarakat dan hanya mengandalkan bantuan Kecamatan maka 
pembangunan tidak akan berjalan lancer. Adapun masyarakat yang 
tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk uang (dana) untuk 
membangun, menurut beberapa responden karena kebutuhan hidup 
mereka lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan mereka yang 
rendah. 
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Berdasarkan data yang diperoleh melalui responden dalam 
penelitian serta pengalaman langsung peneliti, diketahui bahwa 
partisipasi dalam bentuk uang mencapai frekuensi sedang karena untuk 
menyumbang dalam bentuk uang sangat mudah prosedurnya dan tidak 
banyak menyita waktu maupun tenaga. Kenyataan seperti itu 
memberikan indikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang 
sebagai suatu bagian partisipasi masyarakat dalam proses 
pembangunan menunjukkan bahwa kesadaran akan pembangunan 
membutuhkan dana yang cukup.  
Dalam setiap bumemlannya biasanya masyarakat memberikan 
sumbangan untuk kegiatan pembangunan terutama dalam hal 
pembangunan fisik, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan 
bukan karena adanya paksaan dari pemerintah atau dari pihak lain 
tetapi karena adanya kesadaran untuk membangun daerahnya. Salah 
satu contohnya yaitu telah digambarkan pada Bab III tabel 3.6 tentang 
swadaya masyarakat dalam bentuk uang pembangunan Masjid  selama 
tahun 2013. Sumbangan masyarakat tersebut memang cukup besar jika 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada saat itu 
pendapatan dari hasil perkebunan dan pertanian masyarakat juga 
meningkat. Jadi sumbangan yang diberikan masyarakat dalam bentuk 
uang tergantung dari pendapatan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai 
dengan Ungkapan salah satu bendahara pembangunan masjid yang 
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ada di Kecamatan Bontomatene yang juga bendahara panitia 
pembangunan mesjid di Desa Barat Lambongan yakni: 
“… saya jika melihat pemasukan dalam buku catatan 
pembiayaan mesjid ini terkadang merasa bangga dengan 
masyarakat di banding pemerintah, karena jumlah pemasukan 
untuk pembangunan yakni palinng banyak dari swadaya 
msyarakat, bisa di katakana sekitar 60% dari total biasa…” 
(wawancara tanggal 17 September 2013) 
 
4.2.3.  Partisipasi dalam Bentuk Materi (Barang) 
 Dana merupakan salah satu penggerak utama yang 
menentukan dalam penyelengaraan pembangunan, tetapi yang tidak 
kalah pentingnya adalah sumbangan masyarakat dalam bentuk materi 
(barang). Tidak semuanya masyarakat menyumbang dalam bentuk 
uang tetapi ada juga masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk 
materi (barang), bahkan ada masyarkat yang menyumbangkan kedua-
duanya (uang atau materi). Hal ini didasari  karena adanya rasa 
tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan 
di daerahnya. 
Sumbangan materi (barang) biasanya dilakukan secara 
langsung. Dimana sumbangan materi (barang) tersebut diperuntukkan 
untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan mesjid, 
jembatan, perbaikan jalanan dan sarana-sarana umum lainnya. 
Untuk mengetahui lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam 
bentuk materi (barang) dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 
Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Materi 
Di Kecamatan Bontomatene 
Patisipasi Responden Frekuensi Persentase  % 
 
Sangat Sering 
 
Sering 
 
Jarang 
 
Tidak Pernah 
 
- 
 
- 
 
45 
 
23 
 
- 
 
- 
 
66,18 
 
33,82 
 
Jumlah 
 
68 
 
100,00 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2013 
Dengan melihat pada table 4.8 tentang partisipasi masyarakat 
dalam bentuk materi (barang) di Kecamatan Bontomatene, dari 68 
responden, yang menjawab sangat sering tidak ada. Responden lebih 
banyak menjawab jarang yaitu 45 responden dengan persentase 
66,18%, sedangkan skor yang dicapai adalah 1,66 berarti berada pada 
kategori rendah. 
Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk materi (barang) 
berada dalam kategori rendah, karena berdasarkan wawancara 
langsung dengan responden mengatakan bahwa masyarakat lebih 
banyak menyumbangkan dalam bentuk uang (dana). Alasan lain yang 
diungkapkan responden bahwa untuk menyumbang dalam bentuk 
materi prosedurnya agak dan menyita waktu dan tenaga. Hal ini sesuai 
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dengan yang di ungkapkan oleh bapak Muh.Saleh yang mengatakan 
bahwa; 
“…jarang sekali masyarakat yang memberikan sumbangan 
dalam bentuk materi. Mereka lebih memilih memberikan uang, 
karena mereka tidak repot. Namun ada juga yang memang 
memberikan materi seperti kayu, pasir, batu dan lain-lain…” 
(wawancara tanggal 17 September 2013) 
Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa responden 
bahwa barang yang disumbangkan dalam pembangunan, biasanya 
dalam bentuk seperti pasir, batu, kayu papan dan kayu balok 54. 
4.2.4. Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga 
Salah satu bentuk partisipasi dalam proses pembangunan yang 
merupakan wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah ada 
sikap mendukung terhadap proses pembangunan antara lain 
ditunjukkan melalui partisipasi aktif  atau tenaga. 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu masyarakat tidak 
semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya 
perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang 
satu dengan yang lainnya. 
Partisipasi tenaga yang dimaksudkan disini adalah bagaimana 
masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan 
pembangunan. Menurut hasil pengamatan bakti atau gotog royong 
86 
 
sekali dalam seminggu atau minimal dua kali dalam sebulan. Adapun 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu seperti membersihkan 
saluran air, perbaikan jalan, membersihkan kantor Kecamatan, serta 
kegiatan yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat. 
Berdasarkan hasil wawacara dengan masyarakat menjelaskan bahwa: 
“…kalau partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu biasnya 
membantu pembersihan atau kerja bakti daerah yang akan di 
bangun. Tapi terkadang hanya orang-orang yang ada disekitar 
daerah itu yang hadir yang lain  tidak. Begitu juga kalau di daerah 
mereka kami juga kadang  tidak datang…” 
Waktu yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan kerja 
bakti atau gotong royong hanya dua sampai tiga jam saja dan setelah 
itu mereka melanjutkan pekerjaan rutin mereka seperti turun ke sawah 
ke kebun. 
Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan 
Bontomatene  dalam bentuk tenaga dapat dilihat pada kegiatan-
kegiatan kerja bakti. Seperti data yang diperoleh melalui responden, 
diketahui bahwa kegiatan yang melibatkan fisik atau tenaga masyarakat 
seperti gotong royong dalam membersihkan saluran air, perbaikan 
lansung masyarakat. Partisipasi Pembangunan tidak hanya pada saat 
pelaksanaan. Tapi juga perawatan dan pemeliharan bangunan  juga 
tetap  merupakan partisipasi dari pembangunan.  
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Gambaran jelas tentang partisipasi masyarakat secara langsung 
atau fisik dapat dilihat pada tabel 4.9. yakni menggambarkan tentang 
bagaimana tngkat partisipasi dalam bentuk pembanguna Fisik. 
Tabel 4.9 
Partisipasi Dalam Bentuk Fisik (tenaga) 
Di Kecamatan Bontomatene 
   Partisipasi 
Responden 
   Frekuensi    Persentasi % 
Sangat Sering 
Sering 
Jarang 
Tidak pernah 
20 
33 
15 
- 
29,41 
48,53 
22,06 
- 
Jumlah 68 100,00 
Sumber :Data Primer diolah Tahun 2013 
Tabel 4.9 menunjukkan partisipasi masyarakat dalam bentuk 
fisik (tenaga). Dari 68 responden yang membarikan jawaban, 33 
responden menjawab sering. Hal ini didukung oleh jumlah skor yang 
dicapai yaitu 3,07 yang berarti dalam kategori tinggi. Ini disebabkan 
karena adanya kesadaran yang cukup tinggi dari masyarakat untuk 
berpartisipasi secara aktif dalam bentuk fisik (tenaga) untuk 
pembangunan kecamatan. 
Berdasarkan pengamatan langsung peneliti data yang diperoleh 
melalui responden dalam penelitian ini diketahui bahwa partisipasi 
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dalam bentuk fisik yang sifatnya seperti gotong royong adalah 
merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun bagi masyarakat 
kecamatan/ desa. Alasan lain adalah adanya suatu kebersamaan bagi 
masyarakat untuk membangun daerahnya. 
Berdasarkan penguraian tentang empat bentuk partisipasi 
masyarakat tersebut, maka secara umum dapat kita menganalisa 
bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Bontomatene 
dalam pembangunan dengan mengukur partisipasinya dalam bentuk 
ide/pikiran, uang, materi (barang) dan tenaga yang disebutkan 
terdahulu. 
Untuk lebih jelasnya bagaimana tingkat partisipasi masyarakat 
tersebut, dapat kita lihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.10 
Skor Tingkat Partisipasi Masyarakat 
Di Kecamatan Bontomatene 
Bentuk Partisipasi Skor 
 
Ide-Ide / Pikiran 
Uang ( Dana ) 
Materi ( Barang ) 
Tenaga 
 
2,44 
2,94 
1,66 
3,07 
 
Jumlah 
Skor Rata – Rata 
 
10,11 
2,53 
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 Tabel 4.10 menunjukkan bahwa skor tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene  yang 
mencapai Posisi paling tinggi adalah partisipasi dalam bentuk fisik 
(Tenaga), dimana rata-rata skornya mencapai 3,07 ini menandakan 
bahwa ada masyarakat yang tidak mampu menyumbang dalam bentuk 
uang karena faktor pendapatan tetapi dia dapat berpartisipasi dalam 
bentuk tenaga, menyusul partisipasi dalam bentuk uang dengan rata-
rata skor 2,94 berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar 
masyarakat lebih menyukai menyumbang dalam bentuk uang maka 
prosesnya akan lebih mudah dibanding dengan barang, kemudian 
partisipasi dalam bentuk non fisik melalui pemberian ide-ide / saran 
dengan rata-rata 2,44 dan yang paling rendah adalah partisipasi dalam 
bentuk sumbangan materi (barang) dengan mencapai skor 1,66 
berdasarkan hasil penelitian beberapa responden mengatakan bahwa 
partisipasi dalam bentuk materi terkesan rumit dan melalui proses yang 
lama. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi 
masyarakat di Kecamatan Bontomatene dalam pembangunan adalah 
tergolong sedang yakni mencapai rata-rata skor sebesar 2,53 yang 
berarti harus ada perhatian yang lebih maksimal terhadap 
pembangunan di Kecamatan Bontomatene agar dimasa yang akan 
datang lebih dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan ungkapan dari 
Bapak Camat Bontomatene yang memang mengatakan bahwa: 
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“…kalau ditayakan tentang bagaimana masyrakat tanggap 
terhadap pembangunan yang ada saya katakana bahwa 
partisipasinya memang tidak terlalu besar namun tidak boleh juga 
diktakan kecil. Saya melihat warga masyarakat saya memiliki 
partisipasi yang baik… mereka masih mau membantu pemerintah 
untuk membagun daerahnya…”  
 
4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pembangunan  Di kecamatan Bontomatene 
 
 Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya 
merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi 
suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat membeerikan 
kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. 
Keberhasilan pembangunan kecamatan Bontomatene merupakan 
cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat 
pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan kecamatan. 
Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan diwilayah 
kecamatan, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat 
kecamatanlah yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian 
peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak 
faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam 
pembangunan, menurut hemat penulis faktor yang mempengaruhi 
peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan 
Bontomatene adalah faktor intern yang meliputi kesadaran, pendidikan 
dan penghasilan / pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi 
kepemimpinan pemerintah dan peralatan / fasilitas. 
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4.3.1. Faktor Intern yang meliputi : 
4.3.1.1. Faktor Kesadaran / Kemauan 
 Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan 
timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk 
partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat 
itu sendiri. 
Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti 
pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih 
banyak melibatkan diri didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang 
menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup 
sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya 
dengan warga masyarakat Kecamatan Bontomatene yang merupakan 
lokasi penelitian ini. Untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat 
Kecamatan Bontomatene dalam pelaksanaan pembangunan dapat 
dilihat pada tabel 4.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 
 
Tabel 4.11 
Faktor Pendorong Masyarakat Untuk Berpartisipasi 
Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene 
 
Faktor Pendorong Frekuensi Persentase (%) 
Kesadaran Pribadi 
Ikut-ikutan 
Pengaruh Orang Lain 
Pemerintah 
42 
- 
10 
16 
61,76 
- 
14,71 
23,53 
Jumlah 68 100.00 
Sumber : data data primer diolah tahun 2013 
Dari tabel 4.11 diperoleh gambaran bahwa masyarakat 
Kecamatan Bontomatene berpartisipasi dalam pembangunan disegala 
bentuk (ide/pikiran, uang,materi/barang, dan tenaga) adalah merupakan 
bagian besar dari kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Dimana 
terlihat bahwa kesadaran  pribadi yang mendorong untuk berpartisifasi 
dalam pembangunan mencapai frekwensi yang tinggi yaitu sebanyak 42 
orang lain hanya mencapai 10 orang, sedangkan karena pemerintah  
yang memberikan dorongan mencapai frekuensi 16 orang dan tidak ada 
seorang responden pun menyumbang hanya karena ikut-ikutan, hal ini 
membuktikan bahwa masyarakat telah mengetahui dengan jelas 
mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Alasan 
responden memberikan jawaban faktor kesadaran pribadi yang 
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merupakan pendorong masyarakat untuk partisipasi dalam 
pembangunan karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk 
ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
pembangunan tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara yakni 
menggambarkan bahwa: 
“…alasan kami ikut berpartisipasi karena kami masih punya 
rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat untuk saling 
membantu. Kami juga memang terbiasa akan kerja gotong royong. Tapi 
terkadang terkendala karena ada yang kerja…” (wawancara tanggal 17 
September 2013) 
 
Indikasi ini memperlihatkan bahwa betapa besar kesadaran 
masyarakat Kecamatan Bontomatene untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan. 
4.3.1.2. Faktor Pendidikan 
 Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai 
perubahan di muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Jika 
dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat 
pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang 
erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya 
mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan 
pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan 
pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui 
pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti 
pentingnya pembangunan yang dilaksanakan dan mereka pada 
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umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan 
tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, 
maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya 
pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan itulah 
kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap 
pembangunan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa 
besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan. 
Pembangunan dalam bentuk ide dan pikiran biasanya 
dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. Dan juga banyak di antara yang hadir dalam rapa- rapat 
pembahasan pembangunan yakni orang-orang yang memiliki pendikan 
yang tinggi sesuai dengan ungkapan bapak Sirajuddin Kasi 
pembangunan Kecamatan Bontomatene. 
“….Orang-orang yang datang saat pembahasan pembangunan 
yang terkadang lebih banyak yakni oaring-orang yang mengerti. 
Dan juga orang-orang yang mampu bicara. Dan dari data yang 
kami peroleh memang mereka termasuk kategori orang yang 
berpendidikan….” Wawancara 16 September 2013) 
 
Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pendidikan 
masyarakat dengan tingkat partisipasinya dalam pembangunan 
khususnya partisipasinya dalam bentuk non fisik dapat dilihat pada tabel 
4.12 di bawah ini. 
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Tabel 4.12 
Hubungan Tingkat Pendidikan Masyarakat dengan 
Tingkat Partisipasi Dalam Pemberian Saran / Ide 
Dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene 
 
Tingkat 
pendidikan 
Partisipasi dalam bentuk pemnberian 
saran/ide 
Jumlah 
total 
Set Aktif Aktif Krg aktif Tdk aktif 
Tidak tamat 
SD 
- 2 
2,94% 
(8,33%) 
5 
7,35% 
(29,41%) 
10 
14,71% 
(62,50%) 
17 
25% 
Tamat SD - 6 
8,82% 
(25,00%) 
10 
14,71% 
(58,82%) 
5 
7,35% 
(31,25%) 
21 
30,88% 
Tamat SLTP - 4 
5,88% 
(16,67%) 
2 
2,94% 
(11,77%) 
1 
1,48% 
(6,25%) 
7 
10,30% 
Tamat SLTA 2 
2,94% 
(18,18%) 
4 
5,88% 
(16,67%) 
- - 6 
8,82% 
Serjana D3 9 
13,24% 
(81,82%) 
2 
2,94% 
(8,33%) 
- - 11 
16,18% 
Serjana S1 - 
 
6 
8,82% 
(25,00%) 
- 
 
- 6 
8,82% 
Jumlah total 
 
11 
16,18% 
(100%) 
 
24 
35,28% 
(100%) 
17 
25% 
(100%) 
16 
23,54% 
(100%) 
68 
100% 
    Sumber : Data Primer diolah Tahun 2013 
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 Dari tabel 4.12 menunjukkan keterkaitan antara tingkat 
pendidikan masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan khususnya partisipasi non fisik ( pemberian ide-ide / 
saran-saran ). Dari 68 responden yang dijadikan sampel dalam 
penelitian ini dapat diketahui bahwa responden yang memiliki tinkat 
pendidikan tamat SLTA dan Sarjana muda menjawab sangat aktif dalam 
memberikan buah pikirannya dalam rapat. Hal ini menunjukkan bahwa 
faktor pendidikan merupakan merupakan hal yang sangat penting dalam 
menunjang proses pelaksanaan pembangunan. Responden yang 
memberikan jawaban aktif adalah semua tingkat pendidikan baik mulai 
dari SD sampai dengan Sarjana. Sedangkan responden yang 
memberikan jawaban kurang aktif dan tidak aktif adalah responden 
yang tingkat pendidikannya adalah tamatan SLTP, tamatan SD, dan 
yang tidak tamat SD. 
Melihat kenyataan ini maka jelas bahwa tingkat pendidikan 
masyarakat turut berpengaruh terhadap partisipasinya dalam 
pembangunan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 
seseorang semakin tinggi pula partisipasinya dalam pembangunan, 
khususnya dalam pemberian ide-ide / pikiran. 
Untuk mengetahui bagaiman hubungan antara tingkat 
pendidikan masyarakat dengan tingkat partisipasinya dalam 
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pembangunan khususnya partisipasi dalam bentuk tenaga dapat dilihat 
pada tabel 4.13 
Tabel 4.13 
Hubungan Tingkat Pendidikan Masyarakat dengan 
Tingkat Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga 
Dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene 
 
Tingkat 
pendidikan 
Partisipasi dalam bentuk pemnberian saran/ide Jum
lah 
total 
Set Aktif Aktif Krg aktif Tdk aktif 
Tidak tamat 
SD 
7 
10,29% 
(70%) 
10 
14,71% 
(23,23%) 
- - 17 
25% 
Tamat SD 3 
4,41% 
(30%) 
18 
27,47% 
(41,86%) 
- - 21 
30,8
8% 
Tamat SLTP - 7 
10,29% 
(16,28%) 
- - 7 
10,3
0% 
Tamat SLTA - 
 
6 
8,82% 
(13,95%) 
- - 6 
8,82
% 
Serjana D3 - 6 
8,82% 
(13,95%) 
9 
13,24% 
(60%) 
- 11 
16,1
8% 
Serjana S1 - 
 
- - 
 
6 
8,82% 
(40%) 
6 
8,82
% 
Jumlah total 
 
10 
17,71% 
(100%) 
 
43 
63,24% 
(100%) 
15 
22,05% 
(100%) 
- 68 
100
% 
    Sumber : Data Primer diolah Tahun 2013 
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 Tabel 4.13 memberikan gambaran tentang keterkaitan antara 
tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk 
tenaga, dalam pelaksanaan program pembangunan responden yang 
menjawab sangat aktif didominasi oleh responden yang tingkat 
pendidikannya rendah yaitu tidak tamat SD dan tamat SD. Sedangkan 
responden yang memberikan jawaban aktif terdiri dari tingkat 
pendidikan tidak tamat SD sampai Sarjana D3. Adapu responden yang 
memberikan jawaban kurang aktif adalah responden yang memiliki 
tingkat pendidikan yaitu Sarjana D3 dan Sarjana S1, dan tidak ada 
satupun responden baik dari tingkat pendidikan tidak tamat SD sampai 
Sarjana S1 memberikan jawaban tidak aktif. Hal ini menandakan bahwa 
masyarakat bahwa masyarakat sudah mengerti dengan baik akan 
pentingnya partisipasi aktif dalam pelaksanaan program pembangunan. 
Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa semakin tinggi 
tingkat pendidikan seseorang maka semakin berkurang pulalah tingkat 
partisipasinya dalam bentuk tenaga. Menurut keterangan dari beberapa 
responden yang memberikan jawaban yang kurang aktif, hal itu 
dikarenakan adanya suatu pekerjaan tertentu yang tidak dapat 
ditinggalkan, jika dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat 
pendidikannya rendah maka dapat dilihat dengan jelas meskipun 
mereka tidak dapat berpartisipasi dalam bentuk pemberian saran / ide 
tetapi mereka lebih aktif berpartisipasi dalam bentuk pemberian tenaga 
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4.3.1.3.  Faktor Penghasilan / Pendapatan 
 Setelah mengetahui bahwa faktor pendidikan sangat 
berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 
maka berikut ini akan diterangkan pula bagaimana pengaruh 
penghasilan / pendapatan dalam pembangunan, khususnya dalam 
bentuk sumbangan uang / dana. 
Berdasarkan penghasilan masyarakat dikecamatan 
Bontomatene yang berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula 
partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda. Samping 
penghasilan / pendapatannya yang tidak sama juga tingkat 
kesibukannya ( waktu / kerja ) berbeda-beda pula. Semua itu dapat 
mengurangi partisipasinya dalam pembangunan. Hal tersebut adalah 
merupakan pantauan penulis selama melakukan penelitian yang 
ditegaskan oleh beberapa responden yang diinterview secara langsung. 
Untuk lebih jelasnya akan diperlihatkan hubungan penghasilan / 
pendapatan masyarakat dengan tingkat partisipasinya dalam bentuk 
uang / dana seperti pada tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 
Hubungan Tingkat Penghasilan Masyarakat Dengan 
Tingkat Partisipasi Dalam Bentuk Uang ( Dana ) 
Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene 
 
Tingkat 
penghasilan 
Partisipasi Dalam Bentuk Uang (Dana) Jumlah 
Total Sgt 
Sering 
Sering Jarang Tdk 
pernah 
>Rp 
300.0000 
- - 3 
4,41% 
(27,27%) 
5 
7,35% 
(100%) 
8 
11,76% 
Rp 300.000 
Rp 672.000 
3 
4,41% 
(17,65%) 
22 
32,35% 
(62,86%) 
6 
8,82% 
(54,55%) 
- 31 
45,59% 
<Rp. 
672.000 
14 
20,59% 
(82,35%) 
13 
19,13% 
(37,14%) 
2 
2,94% 
(18,18%) 
- 29 
42,65% 
Jumlah 
Total 
17 
25% 
(100%) 
35 
51,48% 
(100%) 
11 
16,17% 
(100%) 
5 
7,35% 
(100%) 
68 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2013 
 Tabel 4.13 memberikan gambaran tentang keterkaitan tingkat 
penghasilan masyarakat dengan tingkat partisipasi dalam bentuk uang ( 
Dana ) dalam pembangunan. Responden yang berpenghasilan rendah 
ada yang memberikan jawaban jarang dan tidak pernah berpartisipasi, 
sedangkan yang memberikan jawaban sangat sering dan sering tidak 
ada, ini berate bahwa responden yang berpenghasilan rendah sangat 
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sulit melibatkan diri berpartisipasi dalam bentuk uang. Kemudian 
responden yang berpenghasilan sedang dan yang berpenghasilan tinggi 
rata-rata memberikan jawaban sangat sering, serta tidak ada satu 
punrespondenmenjawab tidak pernah berpartisipasi baik yang tingkat 
penghasilan sedang maupun yang tingkat penghasilannya berada pada 
kategori tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa 
partisipasi masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan 
sedang lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat yang 
berpenghasilan rendah. Sesuai dengan penjelasan dari bapak Mulyadi 
(lurah Batangmata) yang mengatakan: 
“…kebanyakan jika di tinjau dari partisipasi masyarakat dalam 
bentuk uang kebanyakan dari masyrakat yang berpenghasilan 
lebih, atau dikatakan orang berada. Jika orang-orang yang 
berpenghasilan renda terkadang lebih memilih menyumbangkan 
tenaga mereka guna pembanguna…” (Wawancara tanggal 17 
September 2013) 
 
Menurut keterangan dari beberapa responden serta pantauan 
langsung dari peneliti, maka diketahui bahwa penyebab perbedaan 
tingkat pertisipasi adalah perbedaan jumlah penghasilan dan kestabilan 
dari pada masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi penghasilan seseorang 
maka memungkinkan untuk partisipasi dalam pembangunan semakin 
tinggi pula, akan tetapi jika penghasilan / pendapatan tidak stabil atau 
tidak rutin maka jelas akan menghambat orang untuk partisipasi, alasan 
yang lain diperoleh penulis sehingga responden jarang atau tidak 
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pernah berpartisipasi dalam bentuk uang ( dana ) karena biasanya 
perhitungan hidupnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
penghasilan. 
4.3.2. Faktor Ekstern yang meliputi : 
4.3.2.1. Kepemimpinan Pemerintah 
 Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa partisipasi 
masyarakat dan pembangunan di Kecamatan Bontomatene pada 
khususnya tidak timbul begitu saja melaikan terpengaruh oleh beberepa 
faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat. 
Karena masyarakat adalah merupakan paduan dari beberapa 
individu yang mempunyai sifat / karakter yang berbeda-beda, maka 
untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan 
pendinamisan oleh pimpinan pemerintah, dalam hal ini adalah 
pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu 
dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam mambina dan 
mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 
Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kepemimpinan yang diterapkan oleh 
pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat 
yang dipimpinnya. 
Untuk melihat pengaruh kepemimpinan pemerintah dalam 
mendorong partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontomatene, dapat 
dilihat pada tabel 4.14. 
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Tabel 4.15 
Pengaruh Kepemimpinan Pemerintah Dengan  
Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Bontomatene 
 
Tanggapan 
Responden 
Ferekuensi  Persentase  
Sangat berpengaruh 
Berpengaruh  
Kurang berpengaruh 
Tidak berpengaruh 
17 
43 
8 
- 
25,00 
63,24 
11,76 
- 
Jumlah 68 100,00 
 
 Berdasarkan data pada tabel 4.15 diketahui bahwa responden 
yang mengatakan bahwa kepemimpinan pemerintah berpengaruh 
terhadap pariarti berpartipasi masyarakat menempati frekuensi tertinggi 
sebanyak 43 responden dan jumlah skor yang dicapai 3,13 berarti 
berada kategori tinggi, oleh sebeb itu keberhasilan pembangunan tidak 
hanya dilihat dari partisipasi masyarakat tetapi juga kepemimpinan 
Pemerintah setempat dalam hal ini kepala Kecamatan dan aparatnya 
Berhasilnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan 
diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat menyatu dengan sikap 
dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang 
baik dan terarah oleh pemerintah maka jelas akan mendorong 
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masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijksanaan 
dalam pembangunan akan dilaksanakn dengan baik tanpa merasa 
unsure paksaan atau keterpaksaan. 
4.3.2.2. Peralatan / Fasilitas 
 Dalam pelasanaan tugas kepala Kecamatan dan perangkatnya, 
dibutuhkan kantor Kecamatan yang merupakan tempat untuk 
melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai 
kegiatan lainnya. Kantor Kecamatan sebagai pusat kegiatan pemerintah 
Kecamatan merupakan sarana yang sangat penting bagi kepala 
Kecamatan dalam melasanakan fungsi dan perannya sebagai seorang 
pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik sehingga dapat 
tercipta berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi 
masyarakat di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Perlengkapan kantor kecamatan adalah semua peralatan untuk 
menjamin kelancaran seluruh kegiatan pemerintah. Secara keseluruhan 
pada lokasi penelitian perlengkapan dikantor kecamatan sudah 
memadai. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan 
pemerintah, khususnya pada upaya peningkatan pelayanan 
administrative kepada masyarakat. Oleh skarena itu menurut penulis, 
peralatan / fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
kepala kecamatan dan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya. 
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BAB V 
 PENUTUP 
 
 Pada bab terdahulu telah diuraikan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan tentang tingkat partisipasi mansyarakat dalam pembangunan 
diKecamatan Bontomatene, disamping itu pula telah dikemukakan faktor-
faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
diKecamatan Bontomatene. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa 
kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 
Adapun kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut : 
 
5.1. Kesimpulan  
 Dari uraian pada bab IV penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
5.1.1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di 
Kecamatan Bontomatene dapat diukur dengan menggunakan 
indikator-indikator yang meliputi : 
a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berbentuk ide 
/ pikiran yang sama jumlah skor yang dicapai sesuai dengan 
penilaian responden yaitu 2,44 berati tergolong sedang. 
b. Partisipasi dalam pembangunan yang berbentuk uang ( dana) 
tergolong dalam kategori sedang dengan skor yang dicapai 2,94 
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c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang ( materi ) berada 
dalam kategori rendah dengan skor yang dicapai 1,66.    
d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang 
disumbangkan secara fisik ( tenaga ) yang mana skor yang 
dicapai 3,07 berarti tergolong tinggi. 
 Berdasarkan skor yang dicapai masing-masing bentuk 
partisipasi tersebut, maka secara umum dapat dikatakan bahwa 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan 
Bontomatene adalah tergolong sedang dengan jumlah skor rata-rata 
mencapai 2,53. 
5.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan diKecamatan Bontomatene yaitu : 
a. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat 
itu sendiri, misalnya tingkat pendidikan masyarakat, penghasilan / 
pendapatan yang paling penting adalah adanya kesadaran diri 
masyarakat secara pribadi yang dilandaskan pada agama yang 
dianutnya.  
b. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan disekitar 
diluar diri masyarakat yang meliputi kepemimpinan pemerintah 
(Kepala Kecamatan beserta aparatnya) dan peralatan. 
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5.2. Saran-Saran 
5.2.1. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di 
Kecamatan Bontomatene yang kategorinya sedang, maka perlu 
adanya upaya-upaya oleh pemerintah untuk merangsang 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai 
salah satu contoh yang perlu ditempuh adalah memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana 
mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan. Disamping itu 
pemerintah desa harus mampu menjalankan kepemimpinan 
sesuai karakter masyarakatnya, dengan demikian akan terjalin 
adanya komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan 
pembangunan. 
5.2.2. Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, dengan ini disarankan kepada 
pemerintah Kecamatan Bontomatene agar senantiasa 
memperbaiki dan mengejar pendidikan dalam segala modelnya. 
Disamping itu perlu pula diadakan pembinaan terhadap 
masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani 
sehinggah mereka dapat hidup lebih layak lagi seperti kehidupan 
masyarakat pada umumnya.    
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